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KATA PENGANTAR
PENULIS

Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa
kepada umat manusia di muka bumi. Tanah menjadi
Kkebutuhan dasar manusia. Sejak lahir sampai meninggal
dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat
tinggal dan sumber kehidupan. Secara kosmologis, tanah
adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan
hidup , tempat dari mana mereka berasal dan akan
kemana pula mereka pergi. Dalam hal ini tanah
mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural politik
dan ekologis.

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam
pembangunan, maka di dalam undang-undang Dasar
1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa Bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Ketentuan mengenai tanah juga
dapat kita lihat dalam undang-undang Republik Indonesia
nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria atau yang biasa kita sebut dengan UUPA.
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Konfli

Timbulnya sengketa akibat adanya pengakuan i
pihak (orang/ badan) yang berisi keberatap, ’terhs
tuntutan hak atas tanah, konflik terseby : biasadap
mengenai ganti rugi tanah yang akan digunajgy, uinya
pembangunan, sengketa pemilikan tanah Vang matlfk
banyak masalah-masalah yang komplelj

Dalam sejarah peradaban umat manusj, i ,
merupakan faktor yang paling utama dalam menentuk;h
produksi setiap fase perac.lab.:-m. 'ljanah tidak hﬂnya
mempunyai nilai ekonomis tinggi, tetapi juga Nily
filosofis, politik, sosial, dan kultura]. Tidak
mengherankan jika tanah menjadi harta istimew, Yang
tidak henti-hentinya memicu berbagai masalah sqg i
yang kompleks dan rumit.

Konflik pertanahan merupakan persoalan yang
Kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kury,
waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ad,
dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan adala},
bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan mu
dimensi. Oleh karena itu usaha pencegahan, penanganan
dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai
aspek baik hukum maupun non hukum. Seringkali
penanganan dan penyelesaian terhadap sengketa dan
konflik pertanahan dihadapkan pada dilema-dilema

Ua[.u
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antara berbagai kepentingan yang sama-sama penting,

Mencari keseimbangan atau win-win solutionatas
konflik yang sudah terjadi jelas membutuhkan upaya
yang tidak mudah. Karena itu dibutuhkan pemahaman
mengenai akar konflik, faktor pendukung dan faktor
pencetusnya sehingga dapat dirumuskan strategi dan
solusinya. Dengan usaha-usaha penyelesaian akar
masalah, diharapkan sengketa dan konflik pertanahan
dapat ditekan semaksimal mungkin, sekaligus
menciptakan suasana kondusif dan terwujudnya
kepastian hukum dan keadilan agraria yang
mensejahterakan.

Dengan diterbitkannya buku KONFLIK
MASALAH PERTANAHAN DAN KREDIT
BERMASALAH PADA BANK SERTA
PENANGANANNYA ini, diharapkan dapat dijadikan
referensi oleh berbagai kalangan, khususnya pada dunia
pendidikan untuk dapat menjawab dan menjelaskan
kebijakan dan permasalahan pertanahan di Indonesia.

Penulis,

- Dr. B. F. Sihombing,S.H. M.H.
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Sambutan

Rektor Universitas Pancasilg

‘ = } Akar konflik pertanahan merupakan i,
“ ' mendasar yang menyebabkan timbulny,
-- masalah pertanahan. Hal tersebut sangat

‘f’ penting untuk diidentifikasi serta di

inventarisasi. Masalah pertanahan dan agrari,

seringkali bersifat multikompleks,
melibatkan banyak pihak, dan sarat kepentingan. Pemicuny,
antara lain kebijakan yang dinilai kurang peduli aspek
pemerataan kesejahteraan maupun perbedaan tafsir tentang
konsep agraria.

Penyelesaian masalah pertanahan melalui lembaga
peradilan umum selama ini seringkali tidak sesuai aspirasi
masyarakat karena lamanya proses peradilan, memerlukan
biaya yang banyak untuk beracara, adanya asumsi bahwa
putusan pengadilan dinilai berpihak pada pihak yang kuat
ekonominya. Apalagi bila rakyat tidak didukung oleh bukti
formal pemilikan tanah, belum memenuhi rasa keadilan
masyarakat, sehingga diperlukan peradilan khusus pertanahan
untuk dapat menyelesaikan masalah sengketa pertanahan
yang dapat menampung perwujudan negara hukum serta
mengacu kepada cita-cita penegakan hukum yang berkeadilan,
kepastian dan kemanfaatan sebagai hasil final yang
memberikan perlindungan kepada masyarakat.
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Dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada,
pemerintah terlebih dahulu harus mengetahui akar

permasalahan yang ada agar supaya setiap masalah yang
timbul, dapat dicarikan jalan keluar terbaik dan diselesaikan

dengan baik pula.

Masalah pertanahan di Indonesia tidak bisa di tangani
dan diselesaikan dengan menggunakan pendekatan hukum
saja, melainkan dengan pendekatan holistik (komperhensif)
seperti politik, sosial budaya, ekonomi (kesejahteraan) dan
ekologi. Yang tidak kalah penting adalah penanganan dan
penyelesaian konflik di lapangan harus didukung oleh
kelembagaan pertanahan yang kuat dan berwibawa, koordinasi
antar instansi pemerintah yang efektif, administrasi pertanahan
yang berbasis teknologi dan penerapan prinsip-prinsip good
governance, manajemen konflik yang efektif efisien, strategi
penanganan dan penyelesaian yang cepat, tepat dan efektif
ditopang sumber daya manusia yang handal dengan
kemampuan terlatih, baik di pusat maupun di daerah.

Saya berharap buku ini bermanfaat bagi para pengambil
keputusan dan pembuat kebijakan di sektor pemerintah
maupun non pemerintah, bahan advokasi, acuan berbagai
kalangan serta pendidikan masyarakat luas, menjadi bahan
untuk meningkatkan kesadaran semua pihak akan pentingnya
mengutamakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip

keadilan di atas kepentingan bisnis.

Rektor
Universitas Pancasila

Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt
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Sambutan
Siswono Yudo Husodg

Tanah merupakan aset yang sangat berharg,
bagi kehidupan manusia, karena segala
aktifitas manusia dilakukan di atas tanap,
= Tanah memiliki nilai ekonomis yang sangat
y tinggi. Begitu pentingnya tanah bagi
‘ ) | ‘ kehidupan manusia, maka setiap orang akan
selalu berusaha memiliki dan menguasainya,
Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suaty,
sengketa tanah di dalam masyarakat. |
Timbulnya sengketa pertanahan adalah bermula dari pengaduan
pihak yang berisikan keberatan-keberatan d':m tuntutan hak
atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun
pemilikannya dalam pendaftaran tanah de-ngan harapan dapat
memperoleh penyelesaian yang sebaik-baiknya sesuai dengan
aturan yang berlaku.

Dari perbagai konflik pertanahan yang terjadi, dapat
disimpulkan bahwa konflik pertanahan menurut bentuk atau
sifatnya dapat diklasifikasikan dalam dua hal. Pertama, konflik
vertikal (struktural), yakni konflik pertanahan yang melibatkan
antara penguasa dan rakyat. Dalam sejarahnya, konflik semacam
ini lebih banyak diakhiri dengan kekerasan dan rakyat berada
dalam pihak yang selalu kalah. Kedua, konflik horizontal, yakni
konflik pertanahan yang melibatkan antar anggota masyarakat,

f..'."'.'.,"
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baik antara satu orang dengan satu orang yang lain, satu orang
berhadapan dengan kelompok masyarakat atau antar kelompok
masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya.
Konflik tanah pada umumya didasari oleh perebutan hak atas
tanah dimana salah satu pihak merasa dirugikan. Namun
sejatinya setiap permasalahan pasti ada jalan keluar, entah
menyelesaikan secara mediasi atau kekeluargaan ataupun
melalui jalur hukum.

~ Hakatas tanah adalah hak yang memberi wewenang
kepada seseorang yang mel npunyai hak untuk mempergunakan
atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Di dalam
pelaksanaannya banyak terdapat masalah-masalah akibat
Letidaktahuan atau ketidak mengertian masyarakat terhadap
hak-hak atas tanah. Oleh karena itu sangat penting bagi kita
untuk mengetahui dan mengerti mengenai hak-hak atas tanah
agar kejadian-kejadian persengketaan atas tanah tidak terulang
kembali.

Dengan diterbitkannya buku ini membahas permasalahan
pertanahan yang nantinya bisa diharapkan untuk dapat dijadikan
referensi memecahkan berbagai permasalahan pertanahan di
masyarakat luas.

Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Pancasila,

Dr. (H.C) Ir. Siswono Yudo Husodo
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Sambutan
Jenderal TNI (Purn) Wirant,

Penyebab konflik pertanahan dewag, ini
disebabkan antara lain faktor-faktor sosial,
ekonomi, politik, hukum dan keamanan dan
ketertiban. Akibatnya bisa berdampak tidak
'\ stabilnya pertahanan dan keamanan kita.
Untuk langgengnya suatu negara hukum, maka secara formal
penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia ditandai dengan
dicantumkannya dalam konstitusi. Sedang kekuasaan
Pemerintah harus memegang teguh konstitusi dan menjalankan
segala undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Selain

itu masyarakat wajib untuk menjunjung tinggi hukum dan
pemerintahan.

Salah satu bidang yang mengatur tentang tata kehidupan
warga negara yang juga harus tunduk pada hukum adalah
bidang pertanahan/ keagrariaan. Dalam hal ini
pertanahan/keagrariaan disebut bidang yang termasuk harus
tunduk pada hukum karena negara mengatur bidang
pertanahan/keagrariaan dalam konstitusi yang menjadi aturan
dasarnya, yakni tertera dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang
menyatakan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung

di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
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. ’ lalui lembaga
nyelesaian sengketa pertanahan me

dill-:\ }I;erdasarkan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009
f.::taang Kekuasaan Kehakiman sebagai perubahan a}?m Undang
4 tahun 2004 dilakukan oleh f.;ebu Mahkamah
Undangdljrc:?:crlan peradilan yang berada di bawa?mya dalam
Agulr(lfn an peradilan umum, lingkungan pera-ndﬂan agg:;
tngkungan peradilan militer, Hngkungan. pef'adllan tata uakar1
\*ng 2 dan oleh sebuah mahkamah konstitusl yarlzg me:::dﬂan

ic i(gszsaan yang merdeka untuk menyelenggarakan p

e

guna dan keadilan. | |
Ing;zg;;khzal;ugﬁ ini bermanfaat bagi para pengambil

keputusm1 dan ij i menntah maupun
pembuat kebljakan di sektor pe t
non pemerintah bahan acuan berbagal kalangan serta
’

masyarakat luas.

Jakarta, Februari 2017

i M.
Jenderal TNI (Purn) Dr. H, Wiranto,S.HM
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